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Abstrak
 

Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh fiskus pada dasarnya merupakan produk dari pejabat tata usaha

negara.  Apabila wajib pajak tidak setuju atas SKP tersebut, maka sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dapat diajukan upaya hukum. Untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana alur penyelesaian

sengketa pajak yang berlaku selama ini, yaitu mengenai proses keberatan dan banding, serta kedudukan dari

pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Eksistensi pengadilan pajak di Indonesia sebagai

salah satu lembaga pengadilan yang bersifat khusus diharapkan dapat berperan secara independen dalam

penyelesaian sengketa perpajakan bagi pencari keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan tipe deskriptif-analitik. Hasil dari penelitian ini

mendapatkan simpulan bahwa alur penyelesaian sengketa dalam sistem perpajakan di Indonesia telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tidak terdapat upaya hukum kasasi

sebagaimana pada peradilan umum lainnya, namun dikenal dengan Peninjauan Kembali yang diajukan pada

Mahkamah Agung.

<hr>

Tax Assessment Letter (SKP) issued by the tax authorities is basically a product of the state administration

official. If the taxpayer does not agree to the SKP, according to the statutory regulations, legal remedies can

be submitted. To analyze and find out the extent of the tax dispute settlement path that applies so far, namely

regarding the objection and appeal process, as well as the position of the tax court in the justice system in

Indonesia. The existence of a tax court in Indonesia as one of the specialized judicial institutions is expected

to play an independent role in the resolution of tax disputes for justice seekers. The method used in this

study uses a juridical-normative approach with descriptive-analytic type. The results of this study conclude

that the flow of dispute resolution in the taxation system in Indonesia has been regulated in Act Number 14

of 2002 concerning Tax Courts and Act Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax

Procedures. There is no appeal against cassation as in other general courts, but it is known as a Review

submitted to the Supreme Court.
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